BAB 5
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan
kesimpulan pada bab-bab sebelumnya, maka dirumuskanlah kesimpulan umum

sebagai berikut:

Jika melihat kepada ketentuan yang ada pada Konvensi ICSID, Keppres 31/2012
diklasifikasikan sebagai bentuk Notifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25
ayat (4) Konvensi ICSID, dan karenanya Keppres 31/2012 hanya bersifat informatif
dan tidak memiliki konsekuensi terhadap yurisdiksi ICSID. Yurisdiksi ICSID tetap

didasarkan pada klausul ISDS yang ada pada perjanjian investasi internasional.

Keppres 31/2012 dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengubah perjanjian
investasi internasional apabila klausul ISDS yang ada pada perjanjian investasi
internasional tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Keppres
31/2012 oleh para pihak dalam perjanjian. Jika Keppres 31/2012 diterapkan namun
klausul ISDS dalam perjanjian investasi internasional tersebut tidak disesuaikan
dengan ketentuan Keppres 31/2012, maka penerapan Keppres 31/2012 tersebut

dapat menjadi pelanggaran terhadap perjanjian investasi internasional.

Terdapat literatur yang menyatakan bahwa Keppres 31/2012 dapat diterapkan
dalam perjanjian investasi internasional (termasuk BIT) yang akan dibentuk setelah
ditetapkannya Keppres 31/2012. Namun pada kenyataannya diketahui bahwa
perjanjian investasi internasional yang dibentuk setelah Keppres 31/2012 tidak
memuat ketentuan dari Keppres 31/2012, dan karena itu Keppres 31/2012 menjadi
tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, perjanjian investasi internasional Indonesia
setelah tahun 2012 dapat dianggap inkonsisten dengan Keppres 31/2012, sehingga
tujuan dari Keppres 31/2012 tidak dapat terwujud, dan karena itu Indonesia dinilai
tidak konsisten dalam mengatur consent-nya kepada ICSID. Dengan demikian,
literatur tersebut menjadi salah karena tidak sesuai dengan praktik yang dilakukan

oleh Indonesia.
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B. Saran

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya dan kesimpulan pada bab ini

maka dapatlah disarankan sebagai berikut:

1. Alangkah lebih baik jika Indonesia tetap konsisten untuk mengatur consent-
nya kepada ICSID. Jika Keppres 31/2012 telah ditetapkan dan disampaikan
kepada ICSID supaya ICSID mengecualikan sengketa investasi yang timbul
dari keputusan tata usaha negara pemerintah kabupaten, maka Indonesia
harus menguatkan Keppres 31/2012 tersebut dengan cara menyesuaikan
klausul ISDS pada perjanjian investasi internasional yang telah ada sebelum
tahun 2012 dengan ketentuan dalam Keppres 31/2012 maupun merumuskan
dan/atau memodifikasi perjanjian internasional agar klausul ISDSnya sesuai
dengan Keppres 31/2012. Jika tidak, maka Keppres 31/2012 ini menjadi
tidak dapat diberlakukan kepada investor asing.

2. Pada hakikatnya, consent yang diberikan oleh Indonesia merupakan bagian
dari lobi politik internasional. Karena itu, adalah lebih bagus apabila pada
literatur tidak dinyatakan bahwa Keppres 31/2012 akan berlaku bagi
perjanjian investasi internasional yang dibentuk setelah tahun 2012. Lebih
baik bagi literatur untuk menyatakan kurang lebih sebagai berikut:
“ketentuan Keppres 31/2012 tersebut dapat berlaku kepada perjanjian
investasi internasional setelah tahun 2012 dengan syarat Indonesia
menyesuaikan klausul ISDS perjanjian investasi internasional setelah tahun

2012 tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada pada Keppres 31/2012”.
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